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ABSTRAK 

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan terhadap anak yang menjadi 

kurir narkotika jenis sabu, dan bagaimana pemberian upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi 

kurir narkotika jenis sabu. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis 

normatif, sedangkan data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah menggunakan data sekunder. teknik 

analisis dan pengumpulan data sekunder dalam penulisan ini yang digunakan adalah dengan studi 

dokumenter. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif. Yang mana dalam 

perlindungan terhadap anak, bahwa anak hak-haknya sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak yang dimana harus menyelesaikan perkara di luar pengadilan (diversi) demi kepentingan anak 

tersebut. Dimana dalam penelitian ini membahas perlindungan anak yang menjadi kurir narkotika jenis 

sabu sebagaimana Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Anak. Selain itu juga dalam penelitian ini juga membahas tentang upaya pemberian perlindungan 

terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika jenis sabu dengan cara pemberian diversi (pengalihan 

proses pada penyelesaian perkara anak) yang tidak dilakukan secara konsisten oleh Negara sebagaimana 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 

Kata Kunci: Narkotika; Sabu; Pidana. 

ABSTRACT 

The formulation of the problem in this writing is how to protect children who are couriers of narcotics 

type cannabis, and how to provide protection efforts to children who are couriers of narcotics type 

cannabis. The approach used in this writing is a normative juridical approach, while the data obtained 

in this writing is using secondary data. The technique of analysis and secondary data collection in 

this writing used is a documentary study. Data analysis in this writing uses qualitative analysis. Which 

in the protection of children, that the child's rights as per Law Number 23 of 2002 on child protection 

and Law 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System which must resolve cases out of court 

(diversion) in the interests of the child. Where in this study discusses the protection of children who 

are couriers for shabu as stated in Article 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice 

System. 

Keywords: Protection; Narcotics; Shabu-Shabu, Criminal. 
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Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat 

harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Berdasarkan hal tersebut, maka anak juga 

memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan 

bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. 

Anak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, 

karena kedudukannya sebagai calon pengganti atau penerus bangsa. Bedasarkan hal tersebut, 

anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa 

yang luhur, yang dasar dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya, guna mewujudkan 

tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya. Sebagai pelaksana penerus 

cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi 

terwujudnya tujuan negara Republik Indonesia.  

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-

anak merupakan suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk 

mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu.Seorang anak dalam melakukan sesuatu 

tidak/kurang menilai akibat akhir tindakan yang diambilnya.Seorang Anak biasanya mudah 

dipengaruhi pemikirannya sehingga anak sering kali terjerumus ke lingkungan yang tidak baik 

seperti yang sering kita lihat anak-anak sekolah sudah berani merokok, memakai narkotika, 

minum minuman keras, melakukan kejahatan terhadap orang lain dll, dari beberapa kenakalan 

anak diatas ada Dua faktor yang mempengaruhi tingkah laku seorang anak yaitu :  

1. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang 

mempengaruhi tingkah lakunya, seperti cacat yang bersifat biologis dan psikis pada 

perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa 

menghayati norma-norma yang berlaku. Sedangkan  

2. faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri anak yang mempengaruhi 

tingkah lakunya, seperti lingkungan tempat dia tinggal.  

Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa 

anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat 

dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, 

potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan 

mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara 

pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab 

tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu 

dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan 

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hakikatnya serta adanya perlakuan tanpa 

diskriminasi.4. Oleh karenanya seharusnya anak dilindungi, dijaga, dan diberi pendidikan yang 

selayaknya. Tetapi terkadang ada beberapa oknum yang menjadi anak sebagai alat untuk 

melakukan sebuah kejahatan atau menyuruh mereka melakukan hal yang mereka tidak mengerti 

padahal apa yang mereka lakukan tersebut adalah hal yang salah atau melanggar hukum 

contohnya seperti menjadi kurir narkotika. 

Narkotika awalnya digunakan sebagai bahan-bahan bagi upacara ritual keagamaan dan 

untuk pengobatan, Namun sekarang banyak disalahgunakan akan yang mengakibatkan dampak 

yang berbahaya dan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan. Penggunaan narkotika 

yang kini memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar menimbulkan 

keprihatinan bagi masyarakat, Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan 

                                                             
4 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Sinar Grafika, 2017). 
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narkotika berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi keberlangsungan 

pertumbuhan dan perkembangan generasi penerus bangsa  

Pada awalnya Indonesia dijadikan sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan 

narkotika, Dikarenakan lokasinya yang strategis. para pengedar gelap narkotika ini mulai 

menjadikan Indonesia sebagai pasar incaran untuk mengedarkan narkotika. Seiring berjalannya 

waktu Indonesia mulai bertransformasi, Tidak hanya sebagai tempat peredaran narkotika 

namun juga sudah menjadi tempat menghasilkan narkotika. Hal ini terbukti dengan 

ditemukannya beberapa laboratorium dan tanaman narkotika di wilayah Indonesia. 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi, sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan. Narkotika termasuk 

kategori kejahatan luar biasa dengan dampak yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa, 

serta agama. Dilihat dari segi manfaat dampak positif dari narkotika ini sangat kecil serta 

dampak negatifnya sangat besar. 

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang bisa disebut dengan keadaan 

yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik 

ditinjau dari segi Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam Dunia Internasional, Indonesia telah ikut 

berpartisipasi menanggulangi kejahatan  penyalahgunaan narkotika, Yaitu dengan dibuatnya 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Dalam peredarannya untuk mengelabui para pihak berwajib, Tidak jarang para pengedar 

narkotika memanfaatkan anak-anak untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkotika dari 

satu tempat ketempat lain. Adanya faktor-faktor seperti, dijanjikannya imbalan yang lumayan 

besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkotika yang merupakan membuat anak di 

bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika dalam mengedarkan narkotika secara luas dan 

terselubung. Ini merupakan masalah yang sangat serius, dimana yang membuat anak masuk 

dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Anak adalah generasi muda penerus cita-cita 

keluarga.  

Saat ini, salah satu bentuk kenakalan remaja adalah penyalahgunaan narkotika. 

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang 

dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. 

Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari 

penyalahgunaan narkotika tersebut. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah 

mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok 

Indonesia. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 

hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor. 35 

tahun 2009). 

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak- anak, remaja, orang 

dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. 

Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari 

penyalahgunaan narkotika tersebut. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah 

mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok 

Indonesia. 
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Sehubungan dengan Populasi penduduk masyarakat Indonesia yang sangat besar, kurang 

lebih mencapai angka 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) jiwa5, maka Indonesia 

merupakan pasar potensial bagi peredaran gelap narkotika. Untuk mengelabui pihak berwajib, 

tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir 

obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan 

ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran 

bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu 

menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat menjerumuskan anak dibawah umur dalam 

bisnis gelap narkotika6. 

Adanya andil anak dalam bentuk tindak pidana narkotika, sebagai kurir barang haram 

tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh 

anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga 

bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat 

berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. 

Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia 

yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri 

sendiri dan bangsa Indonesia. 

Dalam peredarannya untuk mengelabui para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar 

narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan 

narkoba dari satu tempat ke     tempat lain. Adanya faktor-faktor seperti, dijanjikannya imbalan 

yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkotika yang merupakan 

membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika dalam mengedarkan narkotika 

secara luas dan terselubung. Ini merupakan masalah yang sangat serius, di mana yang membuat 

anak masuk dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut tidak terlepas dari 

permufakatan jahat yang dibuat oleh sindikat narkotika guna mempermulus proses peredaran 

barang haram yang tersebut. 

Salah satu kasusnya berada di kota Denpasar yang mana ada 4 anak dibawah yang 

menjadi kurir sabu, yang mana keempat anak tersebut disuruh oleh seseorang yang bernama 

dogler untuk menempel dan membungkus narkotika dan kemudian disebarkan ke tiang-tiang, 

pot dan kemudian diambil oleh penggunanya. Para polisi barang bukti berupa 10 plastik klip 

berisi sabu dengan berat 2,17 gram dan 78 butir ekstasi. Berdasarkan kasus tersebut dijelaskan 

bahwa anak dijadikan sebagai kurir barang haram, yang seharusnya hal tersebut tidak boleh 

dilakukan sang anak.  

Perlindungan terhadap anak sangat penting, Mengingat Anak merupakan generasi 

penerus Bangsa. Untuk itu diperlukan Perundang-undangan yang melindungi anak dari 

berbagai tindak pidana, Yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Tujuan dari Undang-

undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana, 

Serta menegakan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran anak dan juga tidak 

mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama karena Undang-undang ini 

mempertimbangkan masa depan anak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

                                                             
5DUKCAPIL, “273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri,” dukcapil.kemendagri.go.id, accessed 

February 23, 2023, https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-

versi-kemendagri. 
6http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=70825&&top=1&&ktg=Jatim&&keyrbk=Metrop olis&&keyjdl=Narkoba 

diakses pada tanggal 11 Oktober 2021  

http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=70825
http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=70825&&top=1&&ktg=Jatim&&keyrbk=Metropolis&&keyjdl=Narkoba
http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=70825&&top=1&&ktg=Jatim&&keyrbk=Metropolis&&keyjdl=Narkoba
http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=70825&&top=1&&ktg=Jatim&&keyrbk=Metropolis&&keyjdl=Narkoba
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2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Mengimpor, Mengekspor, Memproduksi, 

Menanam, Menyimpan, Mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan 

pengawasan yang ketat, Serta bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang 

berlaku adalah kejahatan. Dalam Undang-undang narkotika tersebut juga disebutkan bahwa 

narkotika merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang 

sangat besar bagi Manusia, Masyarakat, Bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional 

Indonesia. 

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah 

Hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkotika harus dilakukan dengan 

memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil 

dalam kasus tersebut harus Adil dan profesional tidak semata-mata dilakukan atas 

pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan 

Sekitar, Status Sosial Anak dan keadaan keluarga. Jadi, perlakuan hukum pada anak, pada 

kasus perdagangan Narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak 

hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil 

akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak. menuju masa 

depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang 

bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa. 

Tidak hanya dengan UU SPPA, anak juga memiliki instrumen hukum lainnya yang 

memberikan perlindungan hukum apabila terkait dengan tindak pidana, yakni Undang- 

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA). Dengan adanya UUPA ini 

juga memberikan perlindungan hukum kepada anak yang komprehensif serta bertujuan untuk 

memberikan konsep perlindungan yang menyeluruh kepada anak dari segala bentuk tindak 

pidana yang ada, sehingga anak dapat beraktivitas dan menjalankan kesehariannya terbebas 

dari bentuk tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan 

judul “Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkotika jenis sabu” 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Narkotika Jenis 

Sabu? 

2. Bagaimana upaya pemberian perlindungan bagi anak yang dijadikan kurir narkotika 

jenis sabu? 

C. Metode  

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, 

sedangkan data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah menggunakan data sekunder. 

Teknik analisis dan pengumpulan data sekunder dalam penulisan ini yang digunakan adalah 

dengan studi dokumenter. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif.      

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan 

a) Pengertian Perlindungan  

Harjono mengemukalkaln balhwal perlindungan hukum dallalm Balhalsal Inggris 

disebut legall protection, sedalngkaln dallalm Balhalsal Belalndal disebut 

rechtsbescherming. Harjono memberikaln pengertia ln balhwal perlindungaln hukum 

sebalgali perlindungaln dengaln menggunalkaln salralnal hukum altalu perlindungaln yalng 

diberikaln oleh hukum untuk kemudia ln ditujukaln kepaldal perlindungaln terhaldalp 
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kepentingaln-kepentingaln tertentu, yalitu dengaln menjaldikaln kepentingaln-

kepentingaln yalng perlu untuk dilindungi tersebut da llalm sebualh halk hukum.7 

Philipus M Haldjon mengemuka lkaln perlindungaln hukum aldallalh perlindungaln 

alkaln halrkalt daln malrtalbalt sertal pengalkualn terhaldalp halk-halk alsalsi malnusial yalng 

dimiliki oleh subyek hukum berda lsalrkaln ketentualn hukum dalri kesewenalngaln altalu 

sebalgali kumpulaln peralturaln altalu kalidalh yalng alkaln dalpalt melindungi sualtu hall dalri 

hall yalng lalinnyal. Beralrti hukum memberika ln perlindungaln terhaldalp halk-halk dalri 

seseoralng terhaldalp sesualtu yalng mengalkibaltkaln tidalk terpenuhinyal halk-halk 

tersebut.8 

Setiono mengemuka lkaln balhwal perlindungaln hukum jugal dalpalt dialrtikaln 

sebalgali tindalkaln altalu upalyalHuntuk melindungi ma lsyalralkalt dalri perbualtaln 

sewenalng-wenalng oleh pengua lsal yalng tidalk sesuali dengaln alturaln hukum, untuk 

mewujudkaln ketertibaln daln ketentralmaln sehinggal hall tersebut memungkinkaln 

malnusial untuk menikmalti malrtalbaltnyal sebalgali malnusial.9 

Kaltal perlindungaln secalral kebalhalsalaln tersebut memiliki kemiripa ln altalu 

kesalmalaln unsur-unsur, yalitu  

1) unsur tindalkaln melindungi; 

2) unsur pihalk-pihalk yalng melindungi; da ln  

3) unsur calral-calral melindungi.  

Dengaln demikialn, kaltal perlindungaln mengalndung malknal, yalitu sualtu tindalkaln 

perlindungaln altalu tindalkaln melindungi dalri pihalk-pihalk tertentu ya lng ditujukaln 

untuk pihalk tertentu dengaln menggunalkaln calral-calral tertentu.10 

Perlindungaln secalral umum beralrti mengalyomi sesualtu dalri hall-hall yalng 

membalhalyalkaln altalu lebih bersifalt negaltif, sesualtu itu bisal saljal berupal kepentingaln 

malupun bendal altalu balralng. Selalin itu perlindunga ln jugal mengalndung malknal 

pengalyomaln yalng diberikaln oleh seseoralng kepaldal oralng yalng lebih lemalh. 

Dengaln demikia ln, perlindungaln hukum alrtinyal dengaln segallal upalyal pemerintalh 

untuk menjalmin aldalnyal kepalstialn hukum untuk memberi perlindunga ln kepaldal 

walrgal negalral algalr halknyal sebalgali seoralng walrgal negalral tidalk dilalnggalr, daln balgi 

yalng melalnggalr alkaln dalpalt dikenalkaln salnksi sesuali peralturaln yalng aldal. 

b) Bentuk-Bentuk Perlindungaln Hukum 

Menurut Muchsin, perlindunga ln hukum aldallalh sualtu hall yalng melindungi 

subyek-subyek hukum mela llui peralturaln perundalng-undalngaln yalng berlalku daln 

dipalksalkaln pelalksalnalalnnyal dengaln sualtu salnksi. Perlindungaln hukum dalpalt 

dibedalkaln menjaldi dual, yalitu:      

1) Perlindungaln Hukum Preventif, merupa lkaln sualtu perlindungaln yalng 

diberikaln oleh pemerintalh dengaln tujualn untuk mencegalh sebelum terja ldinyal 

pelalnggalraln. Hall ini terda lpalt dallalm peralturaln perundalng-undalngaln dengaln 

tujualn untuk mencegalh sualtu pelalnggalraln sertal memberikaln ralmbu-ralmbu 

                                                             
7 Dr Harjono and MCL SH, “Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa,” Sekjen Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 

Jakarta Pusat, 2008. 
8 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. 

Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi 

Negara (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987). 
9 Setiono, “Rule of Law (Supremasi Hukum)” (Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 

Sebelas Maret, 2004). 
10 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Grafindo Persada, 2008). 



Jurnal Lex Suprema  

ISSN: 2656-6141 (online) 

Volume 5 Nomor I Maret 2023 

Artikel     

 

213 
 

altalu baltalsaln-baltalsaln dallalm melalkukaln suatu kewaljibaln.  

2) Perlindungaln Hukum Represif, merupa lkaln sualtu perlindungaln hukum 

represif merupalkaln perlindungaln alkhir berupal salnksi seperti denda l, penjalral, 

daln hukumaln talmbalhaln yalng diberikaln jikal hall tersebut sudalh terjaldi aldalnyal 

sengketal altalu telalh dilalkukaln sualtu pelalnggalraln.11 

Menurut Haldjon, perlindungaln hukum untuk ralkyalt meliputi dua l hall, yalkni:      

1) Perlindungaln Hukum Preventif bentuk perlindunga ln hukum kepaldal ralkyalt 

aldallalh dengaln diberi kesempa ltaln untuk menga ljukaln keberaltaln altalu 

pendalpaltnyal sebelum sua ltu keputusaln pemerinta lh mendalpalt bentuk yalng 

definitif. Tujua lnnyal aldallalh mencegalh terjaldinyal sengketal. Perlindungaln 

hukum preventif memiliki penga lruh yalng balgi tindalk pemerinta lhaln yalng 

didalsalrkaln paldal kebebalsaln bertindalk kalrenal dengaln Tujualnnyal aldallalh 

mencegalh terjaldinyal sengketal. 

2) Perlindungaln Hukum Represif bentuk perlindunga ln hukum yalng lebih 

ditujukaln paldal penyelesalialn sengketal. Penalngalnaln perlindungaln hukum 

yalng dilalkukaln oleh Pengaldilaln Umum jugal Pengaldilaln Aldministralsi di 

Indonesial termalsuk kaltegori perlindunga ln hukum ini. Prinsip perlindunga ln 

hukum terhaldalp sualtu tindalkaln yalng dilalkukaln oleh pemerinta lh yalng 

bertumpu daln bersumber dalri konsep tentalng pengalkualn daln perlindungaln 

terhaldalp halk-halk alsalsi malnusial kalrenal menurut sejalralh dalri balralt, lalhirnyal 

konsep-konsep tentalng pengalkualn daln perlindungaln hukum terhaldalp halk 

alsalsi malnusial dialralhkaln kepaldal pembaltalsaln-pembaltalsaln daln peletalkaln 

kewaljibaln malsyalralkalt daln pemerintalh.12 

Perlindungaln hukum salngalt eralt kalitalnnyal dengaln alspek kealmalnaln daln 

kealdilaln. Menurut Soedirmaln Kalrtohaldiprodjo, paldal halkikaltnyal tujualn hukum itu 

sendiri aldallalh mencalpali kealdilaln      Dalpalt disimpulka ln balhwal perlindungaln hukum 

altalu legall protection merupa lkaln kegialtaln untuk menjalgal altalu memeliha lral 

malsyalralkalt demi menca lpali kealdilaln. Kemudialn perlindungaln hukum 

dikonstruksikaln sebalgali bentuk pelalyalnaln, daln subjek yalng dilindungi.13 

2. Tinjalualn Umum tentalng Alnalk 

Menurut undalng undalng perlindungaln alnalk, alnalk aldallalh seseoralng yalng belum 

berusial 18 talhun, termalsuk alnalk yalng malsih dallalm kalndungaln alnalk yalng berhaldalpaln 

dengaln hukum aldallalh alnalk yalng berkonflik dengaln hukum, alnalk yalng menjaldi korbaln 

tindalk pidalnal secalral yuridis kedudukaln alnalk menimbulkaln alkibalt hukum, dallalm 

lalpalngaln hukum keperda ltalaln, alkibalt hukum terha ldalp kedudukaln seoralng alnalk 

menyalngkut kepaldal persoallaln persoallaln halk daln kewaljibaln, seperti ma lsallalh kekualsalaln 

oralng tual pengalkualn salhnyal alnalk, penyalngkaltaln salhnyal alnalk, perwallialn, 

pendewalsalaln sertal malsallalh pengalngkaltaln alnalk daln lalin lalin, sedalngkaln dallalm 

lalpalngaln hukum pidalnal menyalngkut malsallalh pertalnggung jalwalbaln pidalnal.14 

Alnalk merupalkaln generalsi penerus balngsal daln penerus perjualngaln pembalngunaln 

                                                             
11 Muchsin Muchsin, “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia,” Universitas Sebelas 

Maret, 2003. 
12 Op.cit. Hal, 4. 
13 Salim HS and Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, 1st ed. 

(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013). 

14 Indonesia, Undang Undang Perlindungan Anak & Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 2 
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yalng aldal, alnalk aldallalh almalnalh sekalligus kalrunial dalri tuhaln yalng malhal esal yalng 

senalntialsal halrus kital jalgal kalrenal dallalm dirinyal melekalt halrkalt, malrtalbalt daln halk halk 

sebalgali malnusial yalng halrus dijujung tinggi. Ha lk alsalsi alnalk merupalkaln balgialn 

merupalkaln balgialn dalri halk alsalsi malnusial yalng termualt dallalm undalng undalng dalsalr 

1945 daln sisi konvensi perserika ltaln balngsal balngsal halk halk alnalk dalri sisi kehidupa ln 

berbalngsal daln bernegalral, alnalk aldallalh malsal depaln balngsal daln generalsi penerus cita l 

cital balngsal, sehinggal setialp alnalk berhalk altals kelalngsungaln hidup, tumbuh. Da ln 

berkembalng, berpalrtisipalsi sertal berhalk altals perlindungaln dalri tindalk kekeralsaln daln 

diskriminalsi sertal halk sipil daln kebebalsaln.15 

3. Tinjalualn Umum tentalng Tindalk Pidalnal Nalrkotikal. 

a) Pengertialn nalrkotikal. 

Penjelalsaln Umum Undalng-Undalng Nomor 35 Talhun 2009 tentalng Nalrkotikal 

diuralikaln balhwal Nalrkotikal merupalkaln zalt altalu obalt yalng salngalt bermalnfalalt daln 

diperlukaln untuk pengobaltaln penyalkit tertentu, jika l disallalhgunalkaln altalu 

digunalkaln tidalk sesuali dengaln stalndalr pengobaltaln dalpalt menimbulkaln alkibalt yalng 

salngalt merugika ln balgi perseoralngaln altalu malsyalralkalt khususnyal generalsi mudal, 

hall ini alkaln lebih merugikaln jikal disertali dengaln penyallalhgunalaln daln peredalraln 

gelalp nalrkotikal yalng dalpalt mengalkibaltkaln balhalyal yalng lebih besa lr balgi 

kehidupaln daln nilali-nilali budalyal balngsal yalng paldal alkhirnyal alkaln dalpalt 

melemalhkaln ketalhalnaln nalsionall. 

Pengertialn Nalrkotikal berdalsalrkaln ketentualn Palsall 1 alngkal 1 Undalng-Undalng 

No. 35 Talhun 2009 tentalng Nalrkotikal, yalng dimalksud Nalrkotikal dallalm undalng-

undalng tersebut a ldallalh zalt altalu obalt yalng beralsall dalri talnalmaln altalu bukaln 

talnalmaln, balik sintetis malupun semi sintetis, yalng dalpalt menyebalbkaln penurunaln 

altalu perubalhaln kesaldalraln, hilalngnyal ralsal, menguralngi salmpali menghilalngnyal 

ralsal nyeri, daln dalpalt menimbulka ln ketergalntungaln, yalng dalpalt dibedalkaln ke 

dallalm golongaln-golongaln sebalgalimalnal terlalmpir dallalm Undang-Undang ini. 

Pengertialn Nalrkotikal sebalgalimalnal disebutkaln dallalm Palsall 1 alngkal 1 Undalng-

Undalng No. 35 Talhun 2009 tentalng Nalrkotikal tersebut di altals, Malrdalni 

mengemukalkaln mengenali pengertialn nalrkotikal, balhwal yalng dimalksud dengaln 

nalrkotikal aldallalh sebalgali berikut: “Nalrkotikal aldallalh obalt altalu zalt yalng dalpalt 

menenalngkaln syalralt, mengalkibaltkaln ketidalksaldalraln altalu pembiusaln, 

menghilalngkaln ralsal salkit daln nyeri, menimbulka ln ralsal mengalntuk altalu 

meralngsalng, dalpalt menimbulka ln efek stupor, sertal dalpalt menimbulka ln aldiksi altalu 

kecalndualn daln yalng ditetalpkaln oleh Menteri Keseha ltaln sebalgali nalrkotikal”.16 

II. PEMBAlHAlSAlN. 

1. PERLINDUNGAlN HUKUM BAlGI AlNAlK YAlNG MENJAlDI KURIR 

NAlRKOTIKAl JENIS SAlBU.  

A. Perlindungaln Untuk Alnalk Yalng Menjaldi Kurir Nalrkotikal Jenis Salbu. 

Metalmfetalmin kristall altalu bialsal disebut dengaln salbu di Indonesial aldallalh nalrkobal 

yalng berbentuk seperti peca lhaln kalcal altalu baltu putih kebirua ln mengkilalt. Salbu memiliki 

kemiripaln secalral kimialwi dengaln almfetalmin, yalitu obalt yalng digunalkaln untuk 

mengobalti galnggualn hiperalktivitals defisit perhaltialn (AlDHD) daln nalrkolepsi. Penggunal 

                                                             
15 Fuady Primaharsya, Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak (Pustaka Yustisia, 2015). 
16 Mardani, Penyalaghunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2008). 
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bialsalnyal menggunalkaln obalt ilegall tersebut denga ln merokok mema lkali pipal kecil, 

menelalnnyal, mengendus, da ln menyuntikka ln ke pembuluh da lralh. Pemalkali alkaln 

mengallalmi efek euforia l sesalalt setelalh memalkalinyal. Metalmfetalmin memiliki efek 

salmping yalng berbalhalyal, berikut efek sa lmpingnyal: Peningkaltaln distralksi Muall Mulut 

kering daln balu mulut Pupil-pupil terdila ltalsikaln Gemetalraln Otot berkedut Hila lng 

ingaltaln Perilalku algresif altalu kekeralsaln Galnggualn mood Malsallalh gigi palralh Penurunaln 

beralt baldaln Lukal kulit dalri ralsal galtall yalng hebalt Detalk jalntung yalng cepalt altalu tidalk 

teraltur Peningkaltaln tekalnaln dalralh. 

Penyallalhgunalaln nalrkobal di Indonesial beberalpal talhun teralkhir ini menjaldi malsallalh 

serius daln telalh mencalpali kealdalaln yalng memprihaltinkaln, sehinggal permalsallalhaln 

nalrkobal menjaldi malsallalh nalsionall. Sebalgali sallalh saltu negalral berkembalng, Indonesial 

menjaldi salsalraln yalng salngalt potensiall sebalgali tempalt pengedalraln nalrkobal secalral 

ilegall. Penyallalhgunalaln nalrkobal malsih menjaldi malsallalh kronis yalng menimpa l 

Indonesial, kalsus peredalraln salbu daln balnyalk tertalngkalpnyal balndalr-balndalr nalrkobal 

internalsionall dallalm beberalpal talhun teralkhir menjaldi bukti balhwal Indonesial sedalng 

beraldal dallalm kondisi dalruralt nalrkobal. Indonesial jugal menjaldi salsalraln balgi palral 

pengedalr nalrkobal, kalrenal di Indonesial palral pengedalr nalrkobal bisal menjuall balralng 

halralm tersebut denga ln mudalh kalrenal malsih kuralngnyal pengalwalsaln.  

Penyallalhgunalaln nalrkobal sertal peredalralnnyal yalng telalh mencalpali seluruh penjuru 

daleralh daln tidalk lalgi mengenall straltal sosiall malsyalralkalt, penyallalhgunalaln nalrkobal salalt 

ini tidalk halnyal menjalngkalu kallalngaln yalng tidalk berpendidikaln saljal alkaln tetalpi 

penyallalhgunalaln nalrkobal telalh menyeba lr di semual kallalngaln balhkaln salmpali paldal 

kallalngaln berpendidika ln. Selalin itu, penga lwalsaln pemerintalh yalng lemalh terhaldalp 

pengedalraln nalrkobal pun membualt pengedalr nalrkobal semalkin mudalh untuk 

menjallalnkaln tralnsalksinyal. Kehidupaln di jalmaln modern salngalt jaluh dalri kaltal ralmalh, 

hall ini terliha lt dalri tingginya l tingkalt kesibukaln malsyalralkalt, tingginya l alngkal depresi, 

balnyalknyal alnalk-alnalk yalng kuralng perhaltialn oralng tual, daln begitu bera lgalmnyal 

kegialtaln yalng dilalkukaln salmpali dengaln ralmalinyal kegialtaln di jalm-jalm mallalm, ini 

terlihalt dalri balnyalknyal tempalt hiburaln mallalm yalng bukal daln berkembalng. Hall ini 

salngalt mempengalruhi polal kehidupaln malsyalralkalt, sallalh saltunyal aldallalh keberaldalaln 

obalt bius daln zalt-zalt nalrkotikal.1 Peredalraln nalrkobal yalng dilalkukaln dengaln teknik 

calnggih telalh meralmbalh seluruh Indonesia l. Dalpalt dikaltalkaln terjaldi perubalhaln modus 

dalri palral sindikalt, dimalnal khusus jenis psikotropika l tidalk lalgi diimpor nalmun 

pengedalrnyal lebih memilih membua lt palbrik untuk memproduksi sendiri. Penga ldalaln 

balhaln balku, peralcikaln, hinggal perekrutaln oralng terkalit pembalgialn tugals dallalm 

memproduksi nalrkobal benalr-benalr direncalnalkaln dengaln balik. Hall ini dalpalt dikaltalkaln 

ketikal melihalt tren kalsus palbrik-palbrik nalrkotik yalng terus bermuncula ln. Tindalk pidalnal 

nalrkotikal telalh bersifalt tralnsnalsionall yalng dilalkukaln dengaln menggunalkaln modus 

operalndi yalng tinggi, teknologi ya lng calnggih, didukung oleh ja lringaln orgalnisalsi yalng 

luals, daln sudalh balnyalk menimbulka ln korbaln terutalmal di kallalngaln generalsi mudal yalng 

salngalt merugikaln kehidupaln malsyalralkalt, balngsal, daln negalral. Indonesial yalng paldal 

mulalnyal sebalgali Negalral tralnsit perdalgalngaln nalrkobal, kini sudalh dijaldikaln daleralh 

tujualn operalsi oleh ja lringaln Nalrkobal Internalsionall. Tingginya l alngkal penyallalhgunalaln 

nalrkobal tersebut juga l disumbalng oleh ulalh paldal sindikalt nalrkobal. Sebalgialn besalr 

penyallalhgunalaln beraldal paldal kelompok cobal palkali terutalmal paldal kelompok pekerja l. 

Allalsaln penggunalaln Nalrkobal kalrenal pekerjalaln yalng beralt, kemalmpualn sosiall ekonomi, 

daln tekalnaln lingkungaln temaln kerjal merupalkaln falktor pencetus terja ldinyal 



Jurnal Lex Suprema  

ISSN: 2656-6141 (online) 

Volume 5 Nomor I Maret 2023 

Artikel     

 

216 
 

penyallalhgunalaln Nalrkobal paldal kelompok pekerjal. 

Peredalraln Nalrkotikal altalu Salbu bialsalnyal melewalti alnalk-alnalk yalng dijaldikaln kurir 

altalu oralng yalng mengaltalrkaln Salbu tersebut ke pema lkali. Berdalsalrkaln Kalmus Besalr 

Balhalsal Indonesial yalng kalmi alkses dalri lalmaln Baldaln Balhalsal Kementerialn Pendidikaln 

daln Kebudalyalaln, kurir aldallalh utusaln yalng menyalmpalikaln sesualtu yalng penting dengaln 

cepalt. Profesi sebalgali kurir tersebut dika ltalkaln jugal sebalgali peralntalral peredalraln 

nalrkobal. 

Perlindungaln hukum balgi alnalk secalral umum dallalm Dokumen Internalsionl 

disebutkaln balhwal perlindungaln hukum balgi alnalk dalpalt dialrtikaln sebalgali upalyal 

perlindungaln hukum terhaldalp berbalgali kebebalsaln daln halk alsalsi alnalk (fundalmentall 

rights alnd freedoms of children) sertal berbalgali kepentingaln yalng berhubungaln dengaln 

kesejalhteralaln alnalk.17 

Di Indonesial tentalng perlindungaln alnalk dialtur dallalm Undalng – Undalng No. 35 

talhun 2014 palsall 1 alyalt 2 disebutka ln balhwal perlindungaln alnalk merupalkaln segallal 

kegialtaln untuk menjalmin daln melindungi Alnalk daln halk-halknyal algalr dalpalt hidup, 

tumbuh, berkemba lng, daln berpalrtisipalsi secalral optimall sesuali dengaln halrkalt daln 

malrtalbalt kemalnusialaln, sertal mendalpalt perlindunga ln dalri kekeralsaln daln diskriminalsi. 

Undalng-Undalng Nomor 4 Talhun 1979 Tentalng Kesejalhtralaln alnalk dallalm Palsall 2 Alyalt 

3 daln 4 menentukaln balhwal “alnalk berhalk altals pemelihalralaln daln perlindungaln, balik 

semalsal dallalm kalndungaln malupun sesudalh dilalhirkaln. Alnalk berhalk altals perlindungaln 

-perlindungaln terhaldalp lingkungaln hidup yalng dalpalt membalhalyalkaln altalu menghalmbalt 

pertumbuhaln daln perkembalngaln dengaln waljalr”. 

Ketentualn hukum seperti di altals dengaln jelals mendorong perlu aldalnyal 

perlindungaln alnalk dallalm ralngkal mengusalhalkaln kesejalhtralaln alnalk daln perlalkualn aldil 

terhaldalp alnalk. Perlindungaln alnalk merupalkaln sualtu bidalng pembalngunaln nalsionall.. 

Alkibalt tidalk aldalnyal perlindungaln alnalk alkaln menimbulka ln berbalgali permalsallalhaln 

sosiall. Secalral fisik, mentall, daln sosiall, Alnalk perlu di dila lkukaln upalyal perlindungaln 

untuk mewujudka ln kesejalhteralaln alnalk dengaln memberikaln jalminaln terhaldalp 

pemenuhaln halk-halknyal sertal aldalnyal perlalkualn talnpal diskriminaltif. 

Perlindungaln hukum yalng sehalrusnyal didalpalt oleh alnalk-alnalk tersebut iallalh 

aldalnyal perlindungaln preventif daln perlindungaln represif. Perlindunga ln preventif aldallalh 

perlindungaln yalng dilalkukaln altalu diberikaln oleh pemerinta lh dengaln tujualn untuk 

mencegalh terjaldinyal sualtu pelalnggalraln, yalng beralrti sehalrusnyal alnalk mendalpaltkaln 

perlindungaln preventif dallalm kalsus alnalk yalng menjaldi kurir nalrkobal. Dimalnal seoralng 

alnalk halrus dijalmin algalr halknyal terpenuhi. Halk alnalk aldallalh sesualtu kehen dalk yalng 

dimiliki oleh a lnalk yalng dileng kalpi dengaln kekualtaln (malcht) yalng diberikaln oleh sistem 

hukum kepaldal alnalk tersebut. Dallalm Undalng-Undalng Nomor 39 Talhun 1999 tenta lng 

HAlM Palsall 52 alyalt (1) disebutka ln balhwal “setialp alnalk berhalk altals mendalpalt 

perlindungaln dalri oralng tual, kelualrgal, malsyalralkalt, daln Negalral”. 

Sedalngkaln paldal Palsall 52 alyalt (2) menyaltalkaln halk alnalk aldallalh “Halk alsalsi 

malnusial daln untuk kepentinga lnnyal halk alnalk itu dialkui daln dilindungi oleh hu kum 

balhkaln sejalk dallalm kalndungaln. ‟.Halk-halk alnalk dallalm proses peral dilaln pidalnal 

merupalkaln sualtu halsil interalksi yalng salling terkalit daln mem penga lruhi dengaln yalng 

lalinnyal. Alspek mentall, fisik, sosiall, daln ekonomi meru pa lkaln falktor yalng    halrus ikut 

                                                             
17 Muhammad Joni and Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi 

Hak Anak (Citra Aditya Bakti, 1999). 
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diper haltikaln dallalm mengemba lngkaln halk-halk alnalk. 

Selalin itu Halk alnalk sebalgali tersalngkal jugal dialtur dallalm Undalng-Undalng Nomor 

11 talhun 2012 tentalng sistem pera ldilaln alnalk, yalng dimalnal dallalm Undalng-Undalng 

tersebut alnalk halrus dilindungi daln dipenuhi. Terca lntum dallalm palsall 3 Undalng-Undalng 

Nomor 11 Talhun 2012 tenta lng Sistem Pera ldilaln Alnalk, Setialp Alnalk dallalm proses 

peraldilaln pidalnal berhalk: 

a. Diperlalkukaln secalral malnusialwi dengaln meperhaltikaln kebutuhaln sesuali dengaln 

umurnyal. 

b. dipisalhkaln dalri oralng dewalsal 

c. memperoleh balntualn hukum daln balntualn lalin secalral efektif; 

d. melalkukaln kegialtaln krealsionall. 

e. bebals dalri penyiksalaln, penghukumaln altalu perlalkualn lalin yalng kejalm, tidalk 

malnusialwi, sertal merendalhkaln deraljalt daln malrtalbalt nyal; 

f. tidalk dijaltuhi pidalnal malti altalu pidalnal seumur hidup. 

g. tidalk ditalngkalp, ditalhaln, altalu di penjalral, kecualli sebalgali upalyal teralkhir daln 

dallalm walktu yalng palling singkalt; 

h. memperoleh kealdilaln di mukal pengaldilaln Alnalk yalng objektif, tida lk memihalk, daln 

dallalm sidalng yalng tertutup untuk umum; 

i. tidalk dipublikalsikaln identitals; 

j. memperoleh penda lmpingaln oralng tual/Walli daln oralng yalng dipercalyal oleh Alnalk; 

k. memperoleh aldvokalsi sosiall; 

l. memperoleh khidupa ln pribaldi; 

m. memperoleh alksesibilitals, terutalmal balgi alnalk calcalt; 

n. memperoleh pendidika ln; 

o. memperoleh pela lyalnalnaln kesehaltaln; daln 

p. memperoleh halk lalin sesuali dengaln ketentualn peralturaln perun dalng-undalngaln. 

Palsall 4 

1) Alnalk yalng sedalng menjallalni malsal pidalnal berhalk: 

a. mendalpaltkaln penguralngaln mal sal pidalnal. 

b. Memperoleh alsimilalsi. 

c. Memeperoleh cuti pengunjung kelua lrgal. 

d. Memperoleh pembeba lsaln ber syalralt. 

e. Memperoleh cuti menjela lng   bebals. 

f. Memperoleh cuti bersya lralt. 

g. Memperoleh halk lalin sesuali dengaln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln 

2) Halk sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) diberika ln kepaldal analk yalng memenuhi 

persyalraltaln sebalgalimalnal dialtur dallalm ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln. 

Palsall 5 

1) Sistem Peraldilaln Pidalnal Alnalk waljib menguta lmalkaln pendekaltaln Kealdilaln 

Restoraltif. 

2) Sistem Peraldilaln Pidalnal Alnalk   sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) meliputi: 

a. Penyidikaln daln penuntutaln pidalnal Alnalk yalng lalksanakaal     al     n sesuali dengaln 

ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln, kecualli ditentukaln lalin dallalm 

Undalng-Undalng ini; 

b. Persidalngaln Alnalk yalng dilalkukaln oleh penga ldilaln di lingkungaln peraldilaln 

umum; daln 

c. Pembinalaln, pembimbinga ln, pe ngalwalsaln, daln / altalu pendalm pingaln selalmal 
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proses pelalksal nalaln pidalnal altalu tindalkaln daln setelalh menjallalni pidalnal altalu 

tindalkaln. 

3) Dallalm Sistem Pera ldilaln Pidalnal Alnalk sebalgalimalnal dimalksud   paldal alyalt (2) huruf 

al daln huruf b waljib diupalyalkaln Diversi. 

Dallalm perlindungaln tidalk halnyal aldal perlindungaln secalral preventif teta lpi jugal 

terdalpalt perlindunga ln secalral represif. Perlindunga ln represif aldallalh perlindungaln altalu 

hukumaln kepaldal pelalku yalng berupal penjalral, kurungaln, daln galnti rugi.     terkait      al     

alnalk yalng menjaldi kurir nalrkotikal paldal dalsalrnyal tidalk aldal ketentualn yalng mengaltur jikal 

alnalk tersebut tida lk talhu alpal-alpal. Hall tersebut yalng nalntinyal alkaln dibuktikaln paldal 

persidalngaln, daln Halkim-     lalh yalng alkaln menentukaln alpalkalh alnalk tersebut bersa llalh 

altalu tidalk. Sedalngkaln terkalit salnksi balgi yalng menjaldi kurir altalu peralntalral nalrkotikal ini 

bergalntung paldal jenis/golongaln nalrkotikal itu sendiri.seperti bunyi Pa lsall 114 alyalt (1) 

Undalng-Undalng Nomor 35 Talhun 2009 tentalng Nalrkotikal (“UU Nalrkotikal “ Setialp oralng 

yalng talnpal halk altalu melalwaln hukum menalwalrkaln untuk dijuall, menjuall, membeli, 

menerimal, menjaldi peralntalral dallalm juall beli, menuka lr, altalu menyeralhkaln Nalrkotikal 

Golongaln I dipidalnal dengaln pidalnal penjalral seumur hidup altalu pidalnal penjalral palling 

singkalt 5 (limal) talhun daln palling lalmal 20 (dual puluh) talhun daln pidalnal dendal palling 

sedikit Rp1.000.000.000,00 (sa ltu milialr rupialh) daln palling balnyalk Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh milialr rupialh)”. 

Alncalmaln pidalnal penjalral yalng dalpalt dijaltuhkaln kepaldal Alnalk palling lalmal 1/2 (saltu 

perdual) dalri malksimum alncalmaln pidalnal penjalral balgi oralng dewalsal. Jaldi, alncalmaln 

pidalnal balgi alnalk yalng menjaldi kurir nalrkotikal aldallalh setengalh dalri alncalmaln pidalnal 

yalng terdalpalt dallalm UU Nalrkotikal. perlindungaln daln kepentingaln yalng terbalik balgi alnalk 

tetalp diutalmalkaln sebalgalimalnal spirit yalng diberikaln dallalm Undalng-Undalng No 11 Talhun 

2012 tentalng Sistem Pera ldilaln Pidalnal Alnalk. Khusus tindalk pidalnal yalng dilalkukaln alnalk, 

aldal yalng dinalmalkaln diversi, yalitu pengallihaln penyelesalialn perkalral Alnalk dalri proses 

peraldilaln pidalnal ke proses di lualr peraldilaln pidalnal. 

Paldal tingkalt penyidikaln, penuntutaln, daln pemeriksalaln perkalral Alnalk di pengaldilaln 

negeri waljib diupalyalkaln diversi. Diversi itu ha lnyal dilalkukaln alpalbilal aldal tindalk pidalnal 

yalng dilalkukaln: 

al. Dialncalm dengaln pidalnal penjalral di balwalh 7 (tujuh) talhun; daln 

b. Bukaln merupalkaln pengulalngaln tindalk pidalnal. 

Ini untuk menghinda lri daln menjaluhkaln alnalk dalri proses peraldilaln sehinggal dalpalt 

menghindalri stigmaltisalsi terhaldalp alnalk yalng berhaldalpaln dengaln hukum daln dihalralpkaln 

alnalk dalpalt kemballi ke dallalm lingkungaln sosiall secalral waljalr. 

Proses diversi ini dila lkukaln melallui musyalwalralh dengaln melibaltkaln alnalk daln oralng 

tual/wallinyal, korbaln daln/altalu oralng tual/wallinyal, pembimbing kema lsyalralkaltaln, daln 

pekerjal sosiall profesionall berdalsalrkaln pendekaltaln kealdilaln restoraltif. UU SPPAl lebih 

mengedepalnkaln unsur diversi a ltalu pengallihaln hukumaln pemidalnalaln paldal tingkalt 

pemeriksalaln, penuntutaln hinggal peraldilaln balgi si tersalngkal. Alrtinyal bilal tersalngkal kalsus 

nalrkobal merupalkaln alnalk di balwalh umur, malkal dimungkinkaln ial alkaln mendalpalt salnksi 

yalng berbedal, kalrenal berlalku UU SPPAl terhaldalpnyal. 

Alkaln tetalpi, jikal terbukti balhwal alnalk tersebut dijaldikaln kurir kalrenal disuruh, diberi 

altalu dijalnjikaln sesualtu, diberikaln kesempaltaln, dialnjurkaln, diberikaln kemudalhaln, dipalksal 

dengaln alncalmaln, dipalksal dengaln kekeralsaln, dengaln tipu muslihalt, altalu dibujuk, 

malkal pihalk yalng melalkukaln hall tersebut kepaldal si alnalk dalpalt dipidalnal dipidalnal dengaln 

pidalnal malti altalu pidalnal penjalral seumur hidup, a ltalu pidalnal penjalral palling singkalt 5 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
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(limal) talhun daln palling lalmal 20 talhun daln pidalnal dendal palling sedikit Rp. 2 milialr daln 

palling balnyalk Rp. 20 milialr. 

B. Pemberialn Upalyal Perlindungaln Balgi Alnalk Yalng Dijaldikaln Kurir Nalrkotika l 

Jenis Sabu 

Upalyal pemberialn perlindungaln terhaldalp alnalk yalng menjaldi kurir nalrkotikal jenis 

sabuSalbu aldallalh dengaln pemberialn diversi terha ldalp alnalk yalng menjaldi korbaln. 

pengallihaln penyelesalialn perkalral Alnalk dalri proses peraldilaln pidalnal ke proses di lualr 

peraldilaln pidalnal, hall ini tertua lng dallalm palsall 1 alyalt (6) Undalng-Undalng Nomor 11 

Talhun 2012 tentalng Sistem Pera ldilaln Pidalnal Alnalk.      istem Pera ldilaln Pidalnal Alnalk 

merupalkaln segallal unsur sistem peraldilaln pidalnal yalng terkalit di dallalm penalngalnaln kalsus-

kalsus AlBH. Polisi, Keja lksalaln daln Pengaldilaln sertal Pembimbing Kema lsyalralkaltaln altalu 

Ballali Pemalsyalralkaltaln, Aldvokalt altalu pemberi ba lntualn, Lembalgal Pembinalaln Khusus 

Alnalk (LPKAl), Lembalgal Penempaltaln Alnalk Sementalral (LPAlS) daln Lembalgal 

Penyelenggalralaln Kesejalhteralaln Sosiall (LPKS)sebalgali institusi a ltalu lembalgal yalng 

menalgalni AlBH mulali dalri alnalk bersentuhaln dengaln sistem pera ldilaln, menentukaln 

alpalkalh alnalk alkaln dibebalskaln altalu diproses ke penga ldilaln alnalk hinggal talhalpaln ketikal 

alnalk alkaln ditempaltkaln dallalm pilihaln-pilihaln, mulali dalri dibebalskaln salmpali dimalsukkaln 

dallalm institusi penghukuma ln dallalm koridor kealdilaln restoraltif. 

Menurut UU SPPAl Diversi aldallalh pengallihaln penyelesalialn perkalral Alnalk dalri proses 

peraldilaln pidalnal ke proses di lualr peraldilaln pidalnal, yalng bertujualn untuk:18 

1. Mencalpali perdalmalialn alntalral korbaln daln Alnalk; 

2. Menyelesalikaln perkalral Alnalk di lualr proses peraldilaln; 

3. Menghindalrkaln anak dalri peralmpalsaln kemerdekalaln; 

4. Mendorong malsyalralkalt untuk berpalrtisipalsi; daln 

5. Menalnalmkaln ralsal talnggung jalwalb kepaldal Alnalk. 

Menurut PERMAl 4 talhun 2014 Musyalwalralh Diversi aldallalh musyalwalralh alntalral pihalk 

yalng melibaltkaln Alnalk daln oralng tual/walli, korbaln daln/altalu oralng tual/wallinyal, 

Pembimbing Kema lsyalralkaltaln, Pekerjal Sosiall Profesionall, peralwalkilaln daln pihalk-pihalk 

yalng terlibalt lalinnyal untuk mencalpali kesepalkaltaln diversi mela llui pendekaltaln kealdilaln 

restoraltif. Sedalngkaln Falsilitaltor aldallalh halkim yalng ditunjuk oleh Ketua l Pengaldilaln untuk 

menalngalni perkalral alnalk yalng bersalngkutaln. Diversi aldallalh pengallihaln proses paldal 

sistem penyelesa lialn perkalral alnalk yalng palnjalng daln salngalt kalku. Medialsi altalu diallog 

altalu musyalwalralh sebalgali balgialn yalng tidalk terpisalhkaln dallalm diversi untuk menca lpali 

kealdilaln restoraltif. 

Sistem peraldilaln pidalnal alnalk diwaljibkaln mengupalyalkaln diversi berda lsalrkaln 

pendekaltaln kealdilaln restoraltif terhaldalp alnalk yalng berkonflik denga ln hukum sebalgali 

upalyal perlindungaln hukum balgi alnalk balik oleh penyidik di tingka lt penyidikaln, jalksal di 

tingkalt penuntutaln daln halkim paldal pemeriksalaln di tingkalt pengaldilaln. Sebalgalimalnal 

ketentualn palsall 9 Undalng- Undalng Nomor 11 talhun 2012 tentalng sistem pera ldilaln pidalnal 

alnalk dikaltalkaln balhwal penyidik, penuntut umum, da ln halkim dallalm melalkukaln diversi 

halrus mempertimbalngkaln kaltegori tindalk pidalnal, umur alnalk, halsil penelitia ln BAlPAlS 

sertal dukungaln dalri lingkungaln kelualrgal daln malsyalralkalt Ini menunjukka ln dallalm 

pelalksalnalaln diversi oleh a lpalralt penegalk hukum halrus didalsalri oleh kewenalngaln alpalralt 

                                                             
18“Mahkamah Agung Republik Indonesia,” accessed February 23, 2023, 

https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-

pada-sistem-peradilan-pidana-anak. diakses pada tanggal 2 November 2021      



Jurnal Lex Suprema  

ISSN: 2656-6141 (online) 

Volume 5 Nomor I Maret 2023 

Artikel     

 

220 
 

penegalk hukum yalng disebut ‘discretion’ altalu ‘diskresi’19. 

Palral penegalk hukum halrus memiliki ra lsal talnggung jalwalb dallalm hall ini kalrenal 

keteballaln ralsal talnggung jalwalb altalu sense of responsibility yalng mesti dimiliki setia lp 

pejalbalt penegalk hukum halrus mempunyali dimensi perta lnggungjalwalbaln terhaldalp diri 

sendiri, malsyalralkalt, sertal pertalnggungjalwalbaln kepaldal Tuhaln Yalng Malhal Esal. Paldal 

dalsalrnyal pelalksalnalaln diversi daln restoraltive justice memberikaln dukungaln terhaldalp 

proses perlindunga ln terhaldalp alnalk yalng berkonflik dengaln hukum. Sesuali dengaln prinsip 

utalmal dalri diversi daln restoraltive justice, mempunya li dalsalr kesalmalaln yalitu 

menghindalrkaln pelalku tindalk pidalnal dalri sistem pera ldilaln pidalnal formall daln 

memberikaln kesempaltaln alnalk pelalku untuk menjallalnkaln salnksi allternaltive talnpal pidalnal 

penjalral. Perlu diinga lt, perlindunga ln daln kepentinga ln yalng terbalik balgi alnalk tetalp 

diutalmalkaln sebalgalimalnal spirit yalng diberikaln dallalm Undalng- Undalng Sistem Peraldilaln 

Pidalnal Alnalk. 

III.  PENUTUP. 

A. Kesimpulaln  

Bedalsalrkaln halsil pembalhalsaln tersebut dialtals, malkal dalpalt disimpulka ln sebalgali berikut :  

1. bentuk perlindungaln yalitu : perlindunga ln secalral preventif aldallalh perlindungaln yalng 

dilalkukaln  oleh pemerinta lh dengaln tujualn untuk mencega lh terjaldinyal sualtu 

pelalnggalraln altalu kejalhaltaln, yalng dimalnal bentuk perlindungaln represif terhaldalp alnalk 

yalng menjaldi kurir nalrkotikal aldallalh dengaln pemenuhaln terhaldalp halk-halk alnalk yalng 

dialtur dallalm UU no 39 talhun 1999 tentalng HAlM palsall 52 alyalt 1  yalng dimalnal setialp 

alnalk berhalk mendalpaltkaln perlindungaln dalri oralng tual, malsyalralkalt daln negalral.  Daln 

halk yalng dimiliki oleh alnalk tidalk halnyal dialtur dallalm UU no 39 talhun 1999, tetalpi jugal 

dallalm UU NO 11 talhun 2012 tentalng sistem peraldilaln pidalnal alnalk dalri Palsall 3, 4, 5. 

Sehinggal halk-halk tersebut halrus dipenuhi daln dilindungi kalrenal dialtur dallalm undalng-

undalng. Selalin perlindunga ln preventif terda lpalt jugal perlindungaln represif aldallalh 

perlindungaln altalu hukumaln terdalpalt seseoralng pelalku berupal penjalral, kurungaln, daln 

jugal galnti rugi. Dima lnal perlindungaln represif terha ldalp alnalk yalng menjaldi kurir 

nalrkotikal jenis salbu aldallalh sebalgalimalnal yalng dialtur dallalm UU      no 35 talhun 2009 

tentalng nalrkotikal yalng malnal di penjalral selalmal 20 talhun penjalral, tetalpi kalrenal yalng 

menjaldi pelalku altalu kurir nalrkotikal tersebut ma lsih alnalk-alnalk  malkal hukumalnnyal di 

kuralngi 1/2 dalri jumlalh hukumaln yalng aldal kalrenal perlindungaln daln kepentingaln alnalk 

tersebut sebalgalimalnal Undalng-Undalng No 11 Ta lhun 2012 tenta lng Sistem Pera ldilaln 

Pidalnal Alnalk. 

2. Upalyal pemberialn perlindungaln terhaldalp alnalk yalng menjaldi kurir nalrkot     kkal jenis 

sabusalbu aldallalh dengaln pemberia ln diversi paldal proses peraldilalnnyal, sebalgalimalnal 

palsall 1 alyalt 6 UU NO 11 Talhun 2012 tentalng Sistem Pera ldilaln Pidalnal Alnalk ya lng 

berbunyi “Kealdilaln Restoraltif aldallalh penyelesa lialn perkalral tindalk pidalnal dengaln 

melibaltkaln pelalku, korbaln, kelualrgal pelalku/korbaln, daln pihalk lalin yalng terkalit untuk 

bersalmal-salmal mencalri penyelesalialn yalng aldil dengaln menekalnkaln pemulihaln 

kemballi paldal kealdalaln semulal, daln bukaln pemballalsaln. yalng malnal dilalkukaln oleh 

polisi, kejalksalaln, pengaldilaln, malsyalralkalt, daln ballali pemalsyalralkaltaln. Diversi aldallalh 

                                                             
19 Peradilan Pidana Anak di Indonesia Marlina, “Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice,” 

Refika Aditama, Bandung, 2009. 
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pengallihaln penyelesalialn sengketal perkalral alnalk ke kelualr pengaldilaln. Sistem peraldilaln 

alnalk diwaljibkaln mengupalyalkaln sebalgali upalyal perlindungaln hukum balgi alnalk. 

B. Salraln 

Berdalsalrkaln kesimpulaln tersebut dia ltals, penulis memberika ln salraln sebalgali berikut: 

1. Negalral altalu Pemerintalh sehalrusnyal bisal memberikaln sosiallisalsi kepaldal oralng tual 

altalu lalngsung kepaldal terkalit tenta lng edukalsi terhaldalp nalrkotikal, kalrenal balnyalk 

alnalk-alnalk yalng malsih alwalm terkalit tentalng nalrkotikal sehinggal balnyalk alnalk yalng 

tidalk sengaljal terjerumus kalrenal ketidalktalhualn merekal. 

2. Negalral halrus konsisten terkalit pemberlalkualn diversi kepaldal alnalk ini, kalrenal balnyalk 

alnalk yalng mendalpalt malsallalh yalng salmalsebalgalimalnal dialtur dallalm Undalng-Undalng 

Nomor 11 Talhun 2012 tentalng Sistem Pera ldilaln Alnalk. 
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